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Pamdagma Terorisme :

Hamu ‘{ang Memi@aymgs Demokratisasi
{An s;s 'ﬁ'erhadap UU No 15 Tahun 2003 tentang Teronsme}

me Dr Bambang Wadodo Umar1

Abstra%cs:

Kewajfban negam (stafe dut?es) untuk melakukan promosr {io promofe}
memoenkan perlindungan (o protect), dan pemenuhan (to fufill) hak-hak
asasi:manusia terhadop warganya. Respon pemerintah dalam memberantas .
teror:sme dengan memperbesar kewenangan negara sangot d:mungkmkan '
membuka peluang kembolinya kondisi aparat yang sewenang-wenang dan
mengaroh ke pemerintahan yang totoliter. Dilermna yang melekat dalam
pemberantasan terorisme adalah ciri arcanum aksi terorisme. Teroris ftu
vekerja di ruang privat untuk mendapatkan efek-efek di ruang publik. Sebagai
sugiu “isme” . gerakan terorisme merupakan politik rahasio. Masalahnyg
bagaimana mendereks: gerakan teror tanpa label gerakon yang bersifat
mhas:a Semenmm intervenasi ke dalam ruang rahosio itu dopat berarn
campur tangan, aparat ke dalam W.rlayah privat,. Menarik untuk d:cermah
mengapa teks dan Ut pemberantasan terorisme itu terkesan vertikalistis,
yaitu mengandalkan ‘peranan aparai-aparat kekugsaan negara, se,aertr
kepolisian, myeluen pengadilan dst.

Ka‘ta kunci_: Paxjat;iig_ma_ terorisme, Dilema, \Ierftiéca'lis, Keamanan Nasional

Pendahuluan

Meskipun perubahan politik di Indonesia sejak 1998 telah membuka
ruang demokrasi, namun proses menuju ke cita-cita tersebut dalam hal prakiek
institusi dan usaha mengubah kultur masih jauh dari harapan. Perlindungan
terhadap hak-hak asasi manusia befum sepenuhnya ditegakkan, juga kontrol
publik terhadap kekuasaan negara belum terjamin sepenuhnya. Dengan kata
lain meskipun hak-hak warga negara mulai diakui, namun kekuasaan eksesif
dan hegemoni negara belum sepenuhnya terkikis.

1Prof, Dr. Bambang Widodo Umar, staf pengafar pada PTIK dan 52 KIX U4,
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. Seiring hal itu dalam konteks politik internasional, pasca tragedy WTC-:é_, o
11 di AS.nampak kecenderungan melemahnya posisi negara terhadap
agenda‘penghormatan dan penegakan hak-hak asasi manusia terutama-di

" negara-negara berkembang yang sedang mengalami transisi politik seperti

indonesia. Politik AS yang dicanangkan Presiden Bush sebagai moral c/ant’y
telah mengarahkan ke suatu pilihan zero zum game dalam agenda war
agamstferronsme Sepertiyang dikatakan Bush: Are you one of ornot ?, suatu
~ pemilahan sebagai negara kawan atau lawan dalam memerangi terorisme.

g Pemyatéan politik itu tentu dengan kewajiban melawan terorisme bagi
negarayang menyatakan sebagai kawan AS, namun efeknyadapat mempersulit -

upaya mem bangun kehidupan demokrasi bagi bangsanya. Mengapa demikian L

? Penanggu langan terorisme dapat menimbulkan tantangan baru dalam upaya
mencari keseimbangan antara security dan fiberty. Pada hal untuk melawan
terorisme dibutuhkan kebijakan penanggulangan yang bersifat kcn’nprehens,nc
haik dalam tataran anti maupun kontra ferorisme.,

Sebagai suatu fenomena politik, kaitan antara terorisme dengan aksi-
aksi teror sebenarnya tidak dapat dinyatakan secara sederhana. Tindakan
teror _i't__u dapat dilakukan oleh siapapun, baik oleh individu, kelompok
maupun negara. Motivasi dari pelakunya juga dapat bersumber pada alasan-
alasan idiosinkratik, kriminal maupun politik, Demikian pula sasaran maupun
korbannya belum tentu sebagai sasaran yang sesungguhnya, tapi hany'é
sebagai bagian dari takiik intimidasi, koersi ataupun ptopaganda untuk
mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Dalam konteks masalah tersebut, tulisan ini hendak menjelaskan bahwa
melawan terorisme dan menjaga ruang demokrasi merupakan fenomena
vang sangat kompleks. Respon pemerintah dalam memberantas terorisme
dengan memperbesar kewenangan negara tanpa pada saat yang sama juga
membangun mekanisme dan mempersiapkan instrumen yang menjamin
hak-hak dari warga negara dalam tatanan demokrasi sangat dimungkinkan
dapai membuka peluang kembalinya totaliterisme.

Paradigma Terorisme

Adalah kewajiban negara (state duties) untuk melakukan promosi (to
promote), memberikan perlindungan (to protect), dan pemenuhan {to
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-fuﬁﬂ) hak-hak asas; manusia terhadap ‘warganya.: Namun demikian dengan'
'.adanya tragedl WTC (teronsme) tersebut:: masaiah demokratisasi- seolah
hanya sebagal promos: saja,. dalam kaatan ini-upaya untuk mengembangkan'
kebebasan masyarakat szp;E seakan memadi “mati muda”. :

Responpemermtahdalammemberantasteror;smedenganmemperbesar’
-_:kewena gan hegara tanpa pada saat yang sama membangun mekan :
_ _fda_'n”" 'empersuapkan mstrumen yang menjamm hak hak warga negara daE
. tatanan d'emokras: sangat dimungkmkan ‘membuka- peluang kembahnya
: _'-3'konci|sr aparat yang snwenang—wenang dan mengarah ke pemenntahan yaﬂg _
. ..'totaiiter ; Dt PR i T

. "Suatu d:iema yang meiekat dalam pemberantasan terorisme khususnya_'_
hndakan kontra-teror adalah ciri arcanum aksu terorisme. Teroris itu bekerja

di ruang prlvat untuk mendapatkan efek efek di ruang publik. Yang dlarah'
ada!ah aksi terorisme poilt;s ya:tu ‘memanfaatkan kekuasaan dengan
menghilangkan hak-hak privat masyarakat Sebagai suatu “isme” gerakan
terorisme merupakan arkan politik atau politik rahasia: -

Dalam proses tersebut masaiahnya bagaimana mendetekSI gerakan
teror tanpa label’ gerakan yang berssfat rahas:a Sementara, intervenasi ke
dalam’ ruang rahasia itu dapat beram campur tangan aparat ke dalam wzlayah
privat Pasal 26 ayat 1 UU Nomior 15 Tehun 2003 menunjukkan kesulitan dari
masalah itu. Ini terutama bagl aparat yang menjalankan tugas. Sebab rahasia
bisa ditembus lewat agen yang mengumpuEkan data di fuar kontm! publ:k
Mereka disebut “spion” (agen rahasia). Di sini berarti ada nuansa teror dalam
pemberantasan terorisme sendiri. Penyadapan dan penyitaan surat adalah
intervensi ke dalam ruang intim masyarakat. Karena itu bagaimana cara legal
yang dapat dijadikan sandara bagi aparat maupun agen dalam menjalankan
tugasmengumpu!kan datatanpaadatindakan yangmeresahkan(menakutkan)
masyarakat -y W : Ry

" Masalah sesungguhnyadariUu pemberantsan terorismeiniterietak pada
paradigma yang mendasari susunan undang-undang tersebut. Paradigma
itu — sebutlah paradigma terorisme — bertolak dari anggapan bahwa negara
berada di dalam periode krisis, depresi ekonomi atau apa yang di dalam ilmu
hukum disebut keadaan khusus (Ausnahmezustand). 2

2 LlihatIshay, M.R., 1357, The Human Rights Reader, Routladge, New York, h.380.
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: "Bebe rapa tindakan yang perlu diwaspadai aparat dalam penanggulangan
terorisme -adalah melakukan penyadapan, membuka (disclose} rekening .
pribadi; Juga memblokir rekening pribadi, membuka data pribadi, membuka B
mformas: pribadi yang sangat sensitif, membuka, memeriksa, menyita surat
dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman. Kesemuanya itu seharusnya _
ada prosedur cakupan tugas, limit waktu dan mekanisme kontro! vang;elas

Memang dalam keadaan kritis pemerintah dxperboiehkan
menginte rvensi wilayah privat masyarakat demi keamanan. Namun
findakan: ity berhadapan dengan paradigma hak-hak asasi manusia.
Sementara paradima terorisme berciri partikularistis, beranggapan bahwa - :
i’]ak:ko_iek"tif seperti national self determination mendapat prioritas a‘fcéi_s"
hak-hak 1ndividu, di sisi lain paradigma hak-hak asasi manusia berciri
universalistis dengan mengacu pada hak-hak yang dimiliki oleh seluruh
umat mamnusia sebagai individu. Di sinilah letaknya dilema yang me!ekat
dalam pemberantasan terorisme di Indonesia.

Paradigm @ Keamanan Nasional dan Hak Asasi Manusia

- Antagonisme antara paradigma keamanan nasional dan paradgir_ha
hak asasi manusia sudah melekat pada setiap konstitusi. Dalam UUD 1_94__5
tercantur baik hak-hak sipil mapun asas kedaulatan rakyat dan pertahanan
negara. Bahwa tegangan ini melekat di sana tidak berard bahwa di dalam
praktek bashwa tegangan itu tak terpecahkan. Praktek akan cenderung memilih
salah satus kutub sesuai dengan kepentingan yang mendasarinya. Paradigma
keamanar tampak secara normatif membela totalitas dan imparsialitas,
naimun secara terselubung sering merupakan cermin kepentingan part'kular
dan parsial, yakni kepentingan elit yang berkuasa.

' paradigma keamanan nasional bertolak dari asumsi bahwa masyarak__af
vang diarcam oleh terorisme telah kembali ke dalam state of nature, yang
menurut Thomas Hobbes adalah suatu perang semua melawan semua.
Memang, belum tentumasyarakai secara radikal merosot ke keadaan
seekstrern itu. Tetapi fakta bahwa aksi teror menimbulkan ketakutan yang
memperksesar kecurigaan warga masyarakat satu sama lain sudah cukup
menjelasikan bahwa aksi teror membawa masyarakat ke state of nature itu.
Untuk mengatasi hal ini menurut paradigma keamanan nasional perlu ada
kontrak-kontrak horisontal antarwarga, yaitu proses deliberasi demokratis,
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tidaklah. memadai..Yang diperiukan adalah instansi ketiga yang mengatasi
-cwn' society, yaitu negara. Negara itu memiliki hak untuk mengintervensi- civil
Iaberi:tes masyarakat derm stabilitas dan keamanan seluruh komunitas politis.
Menuru% paradigma ini demi rasa-aman warganegara menukar kebebasan -
individualnya ‘dengan -proteksi. dari negara. Bukan proteksi- atas hak—hak
:ndlwdualnya me!amkan atas kemungkinan teror horisontal. Namun yang

te;’or vertakal yaltu dari negara

Paradlgma hakasasimanusia menganda;kan bahwawarganepara sebaga:
.mdlwdu sudah memiliki hak-hak asasi universal. Hak-hak:itu.dicamtumkan
di: daiam konstrtus: sebagai-hak-hak sipil atau kebebasan-kenbebasan sipil,
Dalam pandangan. paradigma-yang lalu diawali oleh John Locke < inspirator
konstitusi USA — ini:peranan negara adalah pelindung civil liberty, seperti
misalnya hak milik:privat. Setiap intervensi negara atas masyarakat sipil —
seperti misalnya mengatur pendidikan agama di- sekolah-sekolah ~ dilihat
sebagai campur tangan ke dalam wilayah privat. Dengan demikian negara tak
lain dari pencerminan kepentingan civil society. Di sini kebebasan individu
sangat sentral. Keamanan d:peroieh tidak dengan intervensi, melainkan
dengan;amanan hak- hak sipil itu. Ada the of possibility. dari aplikasi paradlgma
ini dalam legahsasa, yaftu equahty dan individual autonomy.

Is_i _dan_ Materi !Jnd'a'_n_g'-:Undan_g Pemberantasan '{eofis'nie

- Untuk mengkaji UU tentang  pemberatasan terorisme Hdak bisa
memakai hermeneutik normal yang melihat sebuah teks sebagai struktur-
struktur simbolis tanpa distorst. Yang dibutuhkan adalah hermeneutics of
suspicion. Menurut Metode ini sebuah teks merupakan struktur-struktur
simbolis yang terdistorsi secara sistematis. Teks hukum itu menyembunyikan
kekerasan strukturaE yaitu konflik kepentingan parstaf yang disembunyikan
di dalam alasan- alasan untuk kepentingan umum. Untuk membuktikan hal
ini hdak dapat hanya menghadapl teks saja. Teks harus dianggap sebagai
produk konteks praktis tertentu yang lebih luas daripada teks itu. Konteks
teks UU pemberantasan teorisme adalah konflik kepentingan antara
kekuatan-kekuatan pro-demokrasi dan kekuatan-kekuatan konservatif yang
Engm kembali berkuasa. Karena itu teks tersebut tidak dapat dinilai lepas dar;
konteks hegemonial itu.
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- Suatul “refleks” nyaris sama dengan masa silam (rezim orde Baru) tampil :
dalam bentuk bukan hanya peranan intelijen, melainkan juga kekuasaan yang :
besar darz penyidik untuk memasuki wilayah privat warganya. Secara teont;sj_
prosedur ini wajar, karena mana mungkin mendeteksi gerakan teror tanpa.
”mengendus wilayah rahasia. Namun dengan cara tersembunyi tersebut
sangat. mungkm berbagai tingkah laku dilakukan hanya dengan alasan untuk "
mendapat data atau informasi yang akurat tentang kelompokwkeiompok::
terorisme secara terselubung.

Je!as secara prakiis prosedur ini memberikan keleluasaan gerak aparat
kekuasaan politis diluar kontrol publik. Teks itu bisa bersembunyi dari“refleks”
atas keadaan darurat {fiktif), sehingga negara dengan kedaulatannya berhak :
mengadakan intervensi ke wilayah privat warganya. Namun keadaan itu tidak
real, keadaan itu diandaikan dan dibayangkan, dan dengan cara demikian
suatu intervensi kekuasaan diam-diam dilegitimasikan. Karena ity kebebasan
sipil. terancam olehnya. Kebebasan hendak ditukar dengan keamanan
nasional vang tidak diselenggarakan oleh civil society, melainkan oleh elit
penguasa. Terbukalah peluang bagi metamorfosis teror horisontal jadi teror
vertikal. Hantu paradigma terorisme seperti dicetuskan oleh Hobbes dalam
lejviathars membayang dalam teks ini. :

Paradigma Deliberasi Demokratis

Cuku p menarik untuk dicermati, mengapa teks dari UU pemberantasan
terorisme itu terkesan vertikalistis, vaitu mengandalkan peranan aparat-
aparat kelkkuasaan negara, seperti kepolisian, inyelijen, pengadilan dst. Peranan
mereka ‘memang sangat diharapkan dan cukup sentral, namun mereka
bukalah pemain tunggal di dalam negara demokratis. Yang diabaikan {dengan
sengaja?) di sini adalah peranan civil society sendiri dalam menangkal bahaya
terorisme . Jika aksi teror politis dilihat sebagai simtom ketimpangan sosial,
penangkalannya harus dilakukan secara terpadu dengan strategi penegakan
keadilan dan perluasan partisipasi publik di dalam kontrol atas jalannya
kekuasaan negara.

Antagonisme antara paradigma keamanan nasional dan paradigma hak
asasiman usia, partikularisme dan universalisme dapat diatasi lewat paradigma
deliberasi  demokratis (demokrotische Meinungs-und  Willensbildung).
Menurut paradigma ini, di dalam proses deliberasi demokratis hak-hak
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asas; manus:a (kebebasan kebebasan sipil) dan hak kolektif untuk national
self determmatton saling: diandaikan. Pemberantasan ‘terorisme tidak: bisa
_daietakkan atas dasar paradagma keamanan ‘nasional belaka, karena hal ntu_'
bisa: meiuka: hak-hak: sipil. ‘Kebijakan:ini haris diletakkan dalam paradigma'
dehberas; -demokratis: Artinya, -pemberantasan terorisme seharusnya-
merupakan strategi dua rel, ‘melibatkan baik sistem politik maupun civil .
society,” di-:mana sistem “politik (aparat-aparat kekuasaan} tidak -boieh
'kehriangan sambungnnya pada ruang publik. : R

Konkretnya uu pemberatasanteronsmeseharusnya mencantumkan: (1)
; peranan sarana-sarana kontrol demokratts dan civil'society atas pelaksanaan
kebajakan anti dan kotra—teonsme ‘seperti-peranan pers, LSM, orgamsas:-f
organisasisosio-kultural, agama dst; (2) tuntutan pertanggungjawaban puiblik
dariaparat-aparat kekuasaan yang mendapat wewenang untuk melaksanakan
kebijakan pemberantasan terorisme; (3} strategl pemberdayaan civil society
itu sendiri dalam upaya struktural untuk mencegah terorisme, seperti misalnya
perwujudan keadilan distributif. Dengan paradigma deliberasi demokratis,
ciri Arkanpolitik-dalam pemberantasan terorisme dapat dibatasi semiminal
mungkin lewat kontrol publik dan tuntutan pertangungjawaban publik:
Dilema di atas sebenarnya semu saja, karena diam-diam membenarkan
paradigma keamanan nasional.

Hanya dengan strategi dua relini negara dapat berhent sébégai —seperﬁ
diakatkan Nietzsche — “Monster yang paling dingin dari semua monster
yang dingin” yang terus berbohong dengan perkataan dari mulutinya: "Aku,
negara, adalah rakyat”. Dan bahkan monster yang bernama negara dapat
memperbesar rasa takut dengan upayanya untuk melenyapkan rasa takut,
jika infantilisasi rakyatnya terus diandaikan di dalam setiap produk undang-
undangnya. UU pemberantasan teror;sme hanyalah salah satu contoh saja
dari seklan UU yang ada
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